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BIDANG GEOIOCI DAII I 'EP.TAMBANGAN

MENTERI ENERGI DAN SUMBETi DAYA MINEtlAL'

bahwa dengan senrakrn berkentbangnya kemalual.- teknologi yang

digunakan datam k; ; ; i ; "  usana d i  b i lahg geologi  dan per tambangan'

d ibutuhkan tenaga te in ik  khusus yar lg  
"b"erkual i tas 

_-  
dan nremi l ik i

kemarnpuan teknis ; ; i ; ;  p" , , " r tpr t t  teknologi  yang d iper lukan;

b a h w a s e s u a i k e i e n t u a n P a s a l l s U t r d a r r g - u r t d a n g N o m o r l 3 T a h u n
2003 tentang Ketenagakerjaan setiap tenJga kerja berhak memperoleh

pengakuarr xompetel: ik;r j ;  nretalui sert i f ikasi kompetensi <erja;

bahwaber r l asa rkanper t i r nbanganse .baga imanad imaksudda |amhuru fa
dan b,  per lu  member lakukan standar i isas i  kornpetensi  tenaga teknik

k h u s u s b i d a n g g e o I o g i d a n p e t l a t t t b a n g a n d a l a m s u a t u K e p u t u s a n
Menter i '  

Nomor 22 '  TLN
Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 (LN Tahun 1967

l . lomor 2831) ;

U n d a n g - u n d a n g N o m o r l S T a h u r r l g g g ( L N T a h u n 1 9 9 9 N o m o r 5 4 ' T L N
Nomor 3833) ;

U n d a n g - u n d a n g N o m o r 2 2 T a h u r r l g g g ( l . . N T a h u n 1 9 9 9 N o m o r 6 0 ' T L N
Nomor 3839) ;

U n d a n g - u n d a n g N o m o r 1 3 T a h u n 2 0 0 3 ( l - N T a h u n 2 0 C . 3 N o m o r 3 9 , T L N
Nomor 4279)',

5 . P e r a t u r a n P e m e r i n t a h N o m o r 3 2 T a h u n l 9 6 9 ( L N T a h u n 1 9 6 9 N o m o r 6 0 ,
T L N N o m o r 2 9 1 6 ) s e b a g a i n r a n a t e | a h c | i r - r b a h d r ' r a k a l i , t e r a k h i r d e n g a n
peraturan p"r. i i i tr i ,- t t tn]or 75 

'rahun 2001 (LN Tahun 2001 Nomor

141,  l 'LN Nomor 4154) ,

6.  Peraturan Pemer intah Nomor 102 Tahun 2000 tanggal

2000 (LN fafrun iOOO Nomor' 199' TLN Nr:tnor 4O?-O)'

a .
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1
t .

2,

3 .

4 .

10 November
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B.

K e p u t u s a t t P r e s i c j e n N o m o r ? - . 2 . 8 | M T a h u r r t 2 0 0 l t a n g g a | 9 A g u s t u s 2 0 0 1 ;

l(eputusan lr lenteri f 'ertettrr l lart5;atr clan Errergi Nomor

z" : i6 i  w, tzat lM PE/1993 tanggal  19 J t r l i  1 ! )e3 '

9 . 1 ( e p r . r t t . t s a n M e n t e r i f ' e r t a t n b a r t . c ; a t t d a n E n e r g i N o m o r
SSi  fZOnt f  .PE/1995 tanggal  21 Mei  '1 !195;

MEMLI] IJSK/TN

Mettetaplk; l t t  '  KEPU.I-USAN MENTER| ENf:r icI DAl,|  SL,'VIBER DAYA MINERAI-

r ENTANc srANDAFrIiringi ir 'otr' lpt' it ' ' t 'tst l-L:NAGA 
.rt:KNIK KHUSUS
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BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Khusus Bidang Geologi dan
Pertambangan yang selanjutnya disebut Standardisasi Kompetensi
adalah proSeS merumuSkan, menetapkan, memberlakukan, menerapkan,
dan meninjau kembali standar kompetensi serta akreditasi dan sertif ikasi
kompetensi.

2, Standar Kompetensi Tenaga Teknik Khusus Bidang Geologi dan
Pertambangan yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi adalah
rumusan suatu kemampuan yang dilandasi oleh pengetahuan,
keterampllan dan didukung sikap serta penerapannya di tempat kerja
yang mengacu pada unjuk kerja yang dipersyaratkan di bidang geologi
dan pertarnbangan mineral dan batubara'

3. Tenaga Teknik Khusus Bidang Geologi dan Pertambangan yang
selanjutnya disebut Tenaga Teknik adalah seseorang yang berpendidikan
di biciand teknik dan atau memiliki pengalaman kerja di bidang geologi
dan pertambangan mineral dan batubara.

4. Kompetensi Tenaga Teknik Khusus Bidang Geologi dan Pertambangan
yang selanjutnya disebut Kompetensi adalah kemampuan Tenaga Teknik
irntuf mengerjakan suatu tugas dan pekerjaan yang oilandasi oleh
pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja.

5. Perumusan Standar Kompetensi adalah rangkaian kegiatan sejak
pengumpulan dan pengolahan data untuk menyusun rancangan Standar
kompetensi sampaitercapainya konsensus dari semua pihak yang terkait.

6. Penetapan Standar Kompeiensi adalah kegiatan menetapkan rancangan
Standar Kompetensi menjadi Standar Kompetensi.

7. Pemberlakuan Standar Kompetensi adalah kegiatan memberlakukan
Standar KomPetensi secara wajib.

8. Penerapan Standar Kompetensi adalah kegiatan menggunakan Standar
Kompetensi.

Peninjauan Kembali Standar Kompetensi adalah kegiatan
menyempurnakan Standar Kompetensi sesuai dengan hebutuhan.

Akreditasi adalah rangkaian kegiatan pengakuan formal kepada suatu
lembaga sert i f ikasi yang telah memenuhi persyaratan untuk melakukan
kegiatan sert i f ikasi kompetensi.

KomisiAkreditasi Kompetensi Tenaga Teknik Khusus Bidang Geologi dan
Pertambangan yang selanjutnya disebut Komisi Akreditasi adalah komisi
yang memberikan Akreditasi.

Lembaga Sert i f ikasi Kompetensi adalah lembaga yang telah diakreditasi
untuk melaksanakan Ser t i f ikas i  Kompetensi .

Sert i f ikasi Kompetensi adalah proses pernberian sert i f ikat kornpetensi
yang d i lakukan secara s is tenrat is  dan obyekt i f  n te la lu i  u j i  kompetensi  yang

mengacu kepacla Stanciar  Korr rpetensi  t tas io t ta l  daniatau in ternasional .

Sert i f ikat Kompetensi aclalah pengakuan tertul is yang diberikan oleh

Lembaga Ser t i f ikas i  Kontpetensi  yang menyatakan bahwa Tenaga Teknik

telah memil iki KomPetensi.

Menter i  adalah menter i  yang ber langgLlng jawab d i  b idang geologi  dan

per tambangan minera l  dan batubara.

Di rektur  Jendera l  adalah Di rekt r . r r  Jenclera l  yarrg ber tanJJung jawab d i

b idang geologi  dan per tambangan nr i t rera l  darr  l la tubara '
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LL2BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Standardisasi Kompetensi mencakup seluruh kegiatan yang
berkaitan dengan perumusan, penetapan, pemberlakuan, penerapan, dan
peninjauan kembali Standar Kompetensi serta Akreditasi dan Sertifikasi
Kompetensi.

BAB I I I

TUJUAN STANDARDISASI KOMPETENSI

Pasal 3

Standardisasi Kompetensi bertujuan untuk :

a. menunjang usaha bidang geologi dan pertambangan dalam mewujudkan
penyediaan tenaga teknik khusus bidang geologi dan pertambangan.

b. mewujudkan peningkatan Kompetensi Tenaga Teknik Khusus.

c. mewujudkan tertib penyeienggaraan pekerjaan pada usaha bidang
geologi dan pertambangan.

BAB IV

STANDAR KOMPETENSI

Bagian Pertama

Perumusan Standar Kompetensi

Pasal 4

Direktur Jenderal membentuk Panitia Teknik Perumusan Standar Kompetensi
yang susunan keanggotaannya terdiri dari unsur pemerintah, produsen,
konsumen, lembaga ilmiah/perguruan tinggi untuk menyusun konsep
Rancangan Standar KomPetensi.

Direktur Jenderal membentuk Forum Konsensus yang susunan
keanggotaannya terdiri dari Panitia Teknik Perumusan Standar Kompetensi
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan pihak lain yang berkepentingan
dengan perumusan dan penetapan standar yang bersangkutan untuk
membahas konsep Standar Kompetensi menjadi rancangan Standar
Kompetensi.

Pasal  5

(1) Standar Kompetensi disusun berdasarkan :

a. Data yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan;

b. Kualif ikasi dan klasifikasi teknis bidang geologi dan pertambangan;

c. Acuan standar internasional, standar negara lain atau acuan lainnya yang
relevan.

(2) Konsep Rancangan Standar Kompetertsi yang dihasitkan oleh Panitia Teknik' '  
perumusan Standar Kompetensi sebagaimbna dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(1) sebelum dibahas dalam Forum Konsensus ter lebih dahtt lu disebar luaskan
oleh Direktur Jenderal kepada masyarakat standardisasi dan instansi terkait
la innya untuk memperoleh tanggapan dan atau masukan.

( 1 )

(2)
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(3) Tanggapan dan atau masukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)

disampaikan kepada Direktur Jenderal dalam waktu 30 (tiga puluh) hari
kalender sejak tanggal penyebarluasan.

(4) Konsep Rancangan Standar Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam ayat
(2) serta tanggapan dan atau masukan dari instansi terkait dan masyarakat
sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dibahas dalam Forum Konsensus
untuk mencapai konsensus menjadi Rancangan Standar Kompetensi.

Pasal  6

(1) Perusahaan, asosiasi, badan atau lembaga dapat mengajukan konsep
Rancangan Standar Kompetensi kepada Direktur Jenderal sebagai bahan
masukan untuk perumusan Standar Kompetensi.

(2) Konsep Rancangan Standar Kompetensi perusahaan, asosiasi, badan atau
lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibahas oleh Panitia Teknik
Perumusan Standar Kompetensi dan Forum Konsensus untuk menjadi
rancangan Standar Kompetensi melalui pi"osedur sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5.

Bagian Kedua

Penetapan Standar Kompetensi

Pasal  7

(1) Direktur Jenderal mengusulkan Rancangan Standar Kompetensi hasil Forum
Konsensus kepada Pimpinan instansi yang bertanggung jawab di bidang
standar kompetensi profesi untuk ditetapkan menjadi Standar Kompetensi

(2) Standar Kompetensi diberi nomor dan kode sesuai pedoman yang ditetapkan
oleh instansisebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Bagian Ketiga

Pemberlakuan Standar Kompetensi

Pasal 8

(1) Direktur Jenderal mengusulkan Standar Kompetensi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (2) kepada Menteri untuk diberlakukan sebagai standar
wajib.

(2) Dalam mengusulkan pernberlakuan Standar Kompetensi sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), Direktur Jenderal memperhatikan kesiapan/
ketersediaan sarana dan prasarana penunjang.

Bagian Keempat

Penerapan Standar Kotttpetensi

Pasal 9

Lembaga Sertif ikasi Kompetensi menerapkan Standar Kompetensi melalui
Sertif ikasi Kompetensi
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Bagian Kelima

Peninjauan kembali Standar Kompetensi

Pasat 10.
(1) Standar Kompetensi sebagaimana dimaksud datam Pasal 7 dit injau kembali

sekurang-kurangnya setiap 5 (l ima) tahun sekali.
(2) Usulan peninjauan kembali Standar Kompetensi dipersiapkan oleh panitia

Teknik Perumusan standar Konrpetensi atau masyarakat yang 'nembutuhkan
dan diajukan kepada Direktur Jenderal.

(3) Dalam hal Peninjauan Kembali Standar Kompetensi sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2) terdapat perubahan, maka pelaksanaannya melalui prosedur
sebagaimana dimaksud dalam pasal  5.

3AB V
' AKREDITASI DAN SERTIFIMSI KOMPETENSI

Pasal 1 1
(1) Badan/lnstitusi yang bertanggung jawab di bidang Sertif ikasi Kompetensi

Profesi melakukan akreditasi terhadap Lembaga Sertif ikasi Kompetensi.
(2) selama Badan/lnstitusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum

terbentuk, proses akreditasi terhadap lembaga sertif ikasi dilakukan oleh
Menteri. 

/
(3) Dalam proses akreditasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Menteri

mentbentuk Komisi Akreditasi yang susunan keanggotaannya terdiri dari
unsur pemerintah, produsen, konsumen, dan para pakar di bidang geologi
dan pertambangan atas usulan Direktur Jenderal.

(4) Komisi Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) selain mempunyai
tugas menetapkan Akreditasi dapat juga memberikan pertimbangan serta
saran kepada Menteri dalam pelaksanaan Akreditasi dan Sedifikasi
Kompetensi.

Pasa l  12
(1) Lembaga Sertif ikasi Kompetensi yang telah diakreditasi oleh Komisi

Akreditasi melakukan Sertif ikasi Kompetensi kepada Tenaga Teknik,
(2) Persyaratan dan tatacara Akreditasi dan Sertif ikasi Kompetensi ditetapkan

lebih lanjut oleh Direktur Jenderal,
(3) Unjuk kerja Lembaga Sertif ikasi Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) dibina dan diawasi  o leh KomisiAkredi tasi .
(4) Akreditasi secara internasional terhadap Lernbaga Sertif ikasi Kompetensi

didasarkan pada perjanjian saling pengakuan antara Komisi Akreditasi baik
secara bi lateral  maupun mult i lateral

F)asa l  13
(1) Pembebanan biaya Akreditasi darr Sertif ikasi Konrpetensi ditetapkan sebagai

ber ikut  :

a. dalam proses Akreditasi, biaya ditanggung oleh lembaga yang
mengajukan permohonan l<epada Komisi Akreditasi rrntuk diakreditasi
sebagai Lembaga Seriif ikasi Kompetensi;

b. dalam proses Sertif ikasi Kompetensi, biaya <litanggung oleh Tenaga
Teknik yang mengajukan permohonan kepada Lembaga Sertif ikasi
Kompetensi  untuk diber ikan $ert i f ikat  Konrpetensi .
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(2) Pengaturan mengenai pembebanan biaya sebagaimana dirnaksud dalam
'-' 

uy"i(t) ditetapka-n lebih lanjut masing-masing oleh Komisi Akreditasi untuk

pior", Akreditasi dan oleh Lembaga Sertif ikasi Kompetensi untuk proses

Sertif ikasi KomPetensi.

( 1 )

(2)

Bagian Pertama

Pembinaan

Pasa l  14

Direktur  Jendera l  menyelenggarakan pembinaan Standard isas i  Kompetensi '

Dalam menyelenggarakan pernbinaan sebagaimana d imaksud dalam ayat  (1)

Direktur Jenderal melakukan penyebaran informasi serta penyusunan

Pedoman Standardisasi Kompetensi '

Pedoman Standardisasi Kompetensi sebagaimana dimaksud dalatn ayat (2)

mlrupakan dasar dalanr pelaksanaan standardisasi Kompetensi.

(4) Dalanr menyusun Pedornan standardisasi Kompetensi sebagaimana

dinraksud dalam ayat (2) Direktrrr  Jenderal  memperhat ikan pei ' t imbangan dar i

instansi  Oan masyarakai  yang terkai t  c jengan Tenaga Teknik '

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

.  Bagian Kedua

Pengawasan

P a s a l  1 5

( 1 ) D i r e k t u r J e n d e r a l m e | a k u k a n p e n g a w a s a n a t a s p e n e r a p a n S t a n d a r
Kompetensi  dan pelaksanaan Ser t i f ikas i  Kompetensi '

( 2 ) K o m i s i A k r e d i t a s i m e | a k u k a n p e n g a w a s a n t e r h a d a p u n j u k k e r j a L e m b a g a
Serti f ikasi KomPetensi '

(3)

(3) Lembaga Sert i f ikasi Kompetensi
kerja Tenaga Teknik Yang telah

Lembaga Sert i f ikasi KomPetensi '

melakukan pengawasan terhadap unjuk
memperoleh Sertit iXat Kompetensi dari

BAB VII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasa l  16

l-eirrbaga sert i f ikasi Kontpetensi yarrg t i t lak nterrtettt thi unjtrk kerja atatt

rnernber ikarr  ser t i f ikat  kepada l 'e l laqa 
- i :ekrr i l<  yar lQ t i t la l t  tnet t ren l th i  kr ra l i f ikas i

varro c j i te tapkan c l iker takat t  sanks i  ar j t r t i t r is t ras i  o le l r  t (or l t is i  Akredi tas i  sest ta i

n"t. ""t u t" n pe rtr nd a n g - u ncl a n g a n ya tt.c; be rl a k tt
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Pasa l  17

(1) Datam hal Badan/lnsti tusi yang bertanggung jawab di bidang Sert i f ikasi

Kompetensi  Profes i  sebagaimana d i rnaksud dalam Pasal  11 ayat  (1)  dan

(2) serta Komisi Akreditasi sebagairnana dimaksud dalarn Pasal 11 ayat (3)

belum terbentuk, Direktur Jenderal rrelakukatt pelaksanaan kegiata'n Komisi

Akreditasi Lembaga Sert i f ikasi.

(2) Konrisi Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) harus

sudah terbentuk selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak ditetapkan

Keputusan Menteri ini.

BAB VII I

KETENTUAN PERALIHAN

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal  '18

Ketentuan yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan Menteri ini diatur

lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 19

Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini, ketentuan mengenai sertifikasi

Kom"petensi sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pertambangan

dan 
'Energi 

Nomor 5S5.w26lM.PE/1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan

Kerja Pertlmbangan Umum dinyatakan tetap berlaku'

Pasal 20

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal  15 SePtember 2003

Mdnleri Energi dan Sumber Daya Mineral
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